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Keadaan tidak hadir di zaman modern ini merupakan hal yang mungkin terjadi. 
Keadaan tidak hadir tidak menghilangkan status personal seseorang sebagai 
subjek hukum, akan tetapi seseorang yang tidak hadir secara terus menerus akan 
menimbulkan akibat hukum. Hal ini karena tidak dapat dipastikan apakah ia telah 
meninggal atau masih hidup. Seseorang yang berada dalam keadaan tidak hadir, 
tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai subjek hukum sampai pada saat ia 
kembali. Oleh karena itu ketidakhadiran seseorang akan menimbulkan 
permasalahan hukum, yaitu pengurusan kepentingan pribadinya baik pengurusan 
harta kekayaan maupun keluarganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui proses/prosedur penetapan status keadaan tidak hadir; akibat hukum 
dari penetapan pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir terhadap 
pewarisan; dan prosedur pembagian warisan setelah penetapan keadaan tidak 
hadir.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan 
mengumpulkan seluruh informasi yang berkaitan dengan proses/prosedur dan 
akibat hukum penetapan pengadilan mengenai keadaan tidak hadir terhadap 
pewarisan. Peneliti akan memaparkan hasil penelitian ini secara deskriptif analitis 
dengan cara membandingkan penetapan keadaan tidak hadir di Pengadilan Negeri 
Tegal dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa proses/prosedur penetapan status keadaan tidak hadir pada 
Pengadilan Negeri Tegal dalam praktik telah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ada. Perbedaanya hanya terletak pada pembayaran 
saksi. Seharusnya,biaya saksi oleh Pengadilan Negeri akan tetapi di dalam praktik 
biaya saksi ditanggung oleh Pemohon. Dengan adanya penetapan Pengadilan 
tentang keadaan tidak hadir seseorang, maka timbulah akibat hukum terhadap 
dirinya, keluarga, serta harta kekayaannya, yakni dalam bentuk pewarisan yang 
bersifat sementara terhadap harta kekayaan orang yang tidak hadir termasuk 
terhadap pengurusan dana pensiun apabila orang yang tidak hadir telah menginjak 
usia pensiun dan dana sosial. Dalam praktik, prosedur pembagian warisan setelah 
penetapan keadaan tidak hadir tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, 
terutama batasan waktu dalam hal penjualan harta kekayaan yang ditinggal oleh 














Circumstances not present in modern times are possible.  The absence does not 
eliminate a person's personal status as a legal subject, but someone who is not 
present continuously will have legal consequences.  This is because it cannot be 
ascertained whether he has died or is still alive.  A person who is not present 
cannot perform his obligations as a legal subject until he returns.  Therefore, 
someone's absence will lead to legal problems, namely the management of 
personal interests both the management of wealth and his family.  The purpose of 
this study is to determine the process / procedure for determining the status of 
absent;  the legal consequences of establishing a court regarding the status of 
absence from inheritance;  and the procedure for distributing inheritance after 
the establishment of circumstances is not present. Styles This research was 
conducted using qualitative methods, namely by gathering all information relating 
to the process / procedure and the legal consequences of the court's determination 
regarding the state of absence of inheritance.  Researchers will present the results 
of this study in a descriptive analytical way by comparing the determination of the 
absence in the Tegal District Court with the relevant laws and regulations.  The 
results showed that the process / procedure of determining the status of a state not 
present at the Tegal District Court in practice was in accordance with the 
provisions of existing legislation.  The difference only lies in the payment of 
witnesses.  Supposedly, witness costs by the District Court, but in practice witness 
costs are borne by the Petitioner.  With the stipulation of the Court regarding the 
absence of a person, the legal consequences arising from himself, his family, and 
his assets, namely in the form of a temporary inheritance of assets of people who 
are not present, including the management of pension funds if the person who is 
absent has reached the age of  pensions and social funds.  In practice, the 
procedure for distributing inheritance after determining the absence is not in 
accordance with the provisions of the Civil Code, especially the time limit in 
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A. Latar Belakang 
Manusia tidaklah bisa hidup sendiri, sebagai makhluk sosial manusia 
membutuhkan orang lain yang di mulai dari saat ia lahir, bermain, bersekolah, 
bekerja, berkeluarga sampai pada saat ia meninggal dunia. 
Pada saat sesorang di lahirkan, orang tua memiliki kewajiban untuk 
merawat, membesarkan dan menafkahi anak dengan penuh kasih sayang. 
Sebaliknya anak memiliki kewajiban yang harus ia penuhi sebagai seorang anak, 
ketika orang tuanya sudah tidak lagi mampu untuk memberi nafkah sendiri. 
Pada saat anak baru di lahirkan anak masih dalam pengapuan kedua orang 
tuanya hingga ia dewasa (Kitab undang-undang Hukum Perdata BW (Burgerlijk 
Wetboek) Pasal 330 menentukan batas umur dewasa adalah usia 21 tahun atau 
saat anak melangsungkan pernikahan). Ketika anak tumbuh dewasa ia akan 
melangsungkan pernikahan dan muncul tugas-tugas baru yang harus 
dilaksanakan. Ia berkewajiban untuk bekerja dan menafkai keluarganya dan 
mengelola harta benda secara bersama- sama. Pada saat sesorang sebagai subjek 
hukum meninggal dunia, maka artinya orang tersebut kehilangan hak untuk 
menikmati dan kehilangan hak-hak keperdataannya karena secara otomatis akan 
terjadi peralihan hak atas kekayaan yang di miliki subjek hukum yang telah 
meninggal dunia kepada keluarga/pihak-pihak yang berhak mengenai yang 
ditinggalkan oleh pewaris, yaitu harta benda kekayaan, hutang dan biaya yang 





Kematian seseorang akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada 
diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, selain itu kematian 
menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya yang berhubungan dengan 
pengurusan jenasah. Timbul pula akibat hukum secara otmatis, yaitu adanya 
ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap 
seluruh peninggalanya. 1 
Persoalan terjadi apabila seseorang di nyatakan hilang/tidak di ketahui 
keberadaanya dalam zaman modern ini banyak peristiwa yang dapat  
menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak hadir seperti terjadinya bencana, 
Bencana alam, tenggelamnya kapal yang terjadi dapat menyebabkan seseorang 
tidak dapat hadir dan hilang kontak dengan keluarganya dalam keadaan 
memaksa bencana alam yang memungkinkan terpisahnya seseorang dengan 
anggota keluarganya. 
Pada bulan lalu terjadi bencana alam di Palu dan donggala yang 
menyebabkan terjadinya korban sebagian  korban hingga saat ini belum di 
ketahui keberadaanya. Hal ini membuktikan bahwa bencana alam dapat 
menyebabkan sesorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir. Kerusakan 
transportasi juga dapat menyebabkan sesorang menyandang status keadaan tidak 
hadir kecelakaan pesawat seperti lion air jt 610 yang menyebabkan hilang 
kontak antar anggota keluarga korban hanya di temukan 37 orang dan 57 
identitas 2 artinya memungkinkan beberapa dari mereka tidak dapat di temukan. 
                                                          
1 Joel Canggayuda, dkk, “ Analisa Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan 
judul buku Privat Law Penerbit UNS di surakarta hlm 2 





Selain dua hal tersebut di atas penyakit fisik manusia (amnesia 
Alzheimer) juga dapat menyebabkan seseorang bersetatus dalam keadaan tidak 
hadir, kedua penyakit ini berpengaruh terhadap ingatan seseorang yang 
memungkinkan seseorang pergi, jika orang tersebut meninggalkan tempat tanpa 
di ketahui maka ada kemungkinan tidak kembali. Mengutip dari alo dokter 
Amnesia atau hilang ingatan adalah gangguan yang menyebabkan 
seseorang tidak bisa mengingat informasi, pengalaman, atau kejadian yang 
pernah dialami. Selain itu, penderita amnesia juga akan kesulitan dalam 
membentuk ingatan baru.3 
Jika seseorang mengindap penyakit tersebut hilang tanpa di ketahui 
keberadaanya maka sangat mungkin yang bersangkutan tidak dapat 
mengingat/menemukan kembali keluarag dan tempat tinggalnya. Seperti terjadi 
pada sebuah keluarga di. Tegal Sari Kota Tegal yang sampai sekarang salah satu 
orang tuanya yaitu ayahnya, tidak di ketahui keberadaanya hilang tanpa jejak 
dan keluarganya hingga saat penetapan di jatuhkan tidak ada kabar berita lagi, 
sehingga keluarga yang di tiggalkan mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan Negeri Tegal untuk Penetapkan Orang tuanya (ayah) tersebut dalam 
keadaan tidak hadir. Penetapan Nomor : 15/Pdt.P/2015/PN.Tgl.  
Keadaan tidak hadir adalah sesuatu keadaan dimana seseorang tidak 
berada ditempat kediamanya dan tidak di ketahui keberadaanya. 
Ketidakberadaan di tempat ini tidak menghentikan wewenang berhaknya 
seseorang, dengan kata in orang tersebut masih mengemban hak dan kewajiban  
                                                          





sebagai objek hukum.4  Dengan tidak diketahui keberadaanya, maka akan timbul 
masalah mengenai status hukum orang tersebut. Hal ini berhubungan dengan 
kepentingan orang lain, seperti status hukum orang lain, seperti status hukum 
keluaraga dan juga sebagai aspek hukum antaral ain mengenai harta kekayaan 
dari orang tersebut.5 
Ketidak hadiran seseorang akan menimbulkan persoalan hukum yaitu : 
a. Bilamana sesorang yang pergi meninggalkan tempat tinggal tersebut yang 
sebelumnya tidak memberi kuasa apapun kepada orang lain  untuk mewakili 
dirinya maupun untuk mengurus harta kekayaan dan segala kepentingan, 
maka keadaan tidak di tempat akan menimbukan persoalan, siapa yang 
mewakili dirinya maupun untuk mengurus harta kekayaan dan segala 
kepentinganya maka keadaan tidak di tempat akan menimbulkan persoalan, 
siapa yang mewakili dirinya dan bagaimana mengurus harta kekayaanya. 6 
1. Dalam keadaan tidak hadir sesorang belum dapat di pastikan karena 
tidak ada fisik  dari sesorang tersebut disebabkan status orang tersebut. 
2. Ngantung apakah orang tersebut meninggal dunia ataukah masih hidup  
3. Hal ini akan mempengaruhi dan berakibat hukum kepada diri sendiri, 
keluarga maupun orang lain. 
4. Dengan status yang tidak jelas apakah masih hidup atau sudah meninggal 
dunia sulit menentukan apakah seseorang yang berstatus dalam keadaan 
tidak hadir masih memiliki hak-hak di dalam keperdataan seperti hak 
                                                          
4 https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/28/hukum-perdata-keadaan-tidak-hadir-afwezeigheid/ 
hlm 4 
5 http://www.bhpmedan.id/index.php/artikel/86.html hlm 4 





berkeluarga, hak dalam harta benda, hak untuk melakukan tindakan 
hukum, dan sebagainya atau justru telah kehilangan hak-hak 
keperdataannya. 
5. Keadaan tidak hadir juga mempunyai suatu permasalahan pada harta 
benda yang ditinggalkan. Salah satu asas hukum waris perdata adalah 
asas “fe mori saisit le vif’ yang artinya orang yang mati berpegang teguh 
pada orang yang masih hidup. Asas ini mengandung arti bahwa setiap 
benda harus ada pemiliknya7 Hal ini ditujukkan pada Pasal 833 ayat (1) 
KUHPdt ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak  
milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang 
meninggal dan Pasal 874 KUHPerdata segala harta peninggalan 
seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli 
warisnya, artinya benda harus ada pemiliknya yaitu dalam hal ini ada 
peralihan harta warisan ketika seseorang telah meninggal kepada ahli 
warisnya. Persoalannya adalah bagaimana ketika seseorang menyandang 
status dalam keadaan tidak hadir yang artinya tidak jelas statusnya 
apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, pada Pasal ini 
menyebabkan ketidakjelasan kepemilikan harta benda. Berdasarkan 
uraian tersebut di atas, tampak bahwa keadaan tidak hadir menimbulkan 
ketidakpastian terhadap status personal dan harta kekayaan yang dimiliki 
orang tersebut. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul :  
                                                          
7 Ahmad Muliadi, 2015, penerapan sitem matrinieal terhadap pembagian waris judul buku Jurnal 





Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan 
Tidak Hadir Terhadap Pewarisan. 
 
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang  tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses/prosedur penilaian penyandang status keadaan tidak 
hadir dalam pewarisan 
2. Apa akibat hukum dari penetapan pengadilan mengenai status keadaan tidak 
hadir dalam pewarisan 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui proses/ prosedur penilaian penyandang status keadaan 
tidak hadir dalam pewarisan 
2. Mengetahui akibat hukum dari penetapan pengadilan mengenai status 
keadaan tidak hadir terhadap pewarisan 
      
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis 







1. Manfaat teoritis 
a. Memberikan tambahan pemikiran dalam bidang hukum perdata umum, 
khususnya pengaturan mengenai mengenai status keadaan tidak hadir. 
b. Bagi akademisi dan peneliti lainnya, penelitian ini diharapkan  mampu 
memberikan wawasan baru dan dapat menjadi referensi bagi penelitian 
sejenis mengenai akibat hukum penetapan 
2. Manfaat Praktis 
1. Bagi masyarakat luas 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi aktual bagi 
mahasiswa, praktisi hukum, notaris, serta masyarakat umum mengenai 
persoalan hukum waris yaitu akibat hukum penetapan pengadilan 
mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan. 
2. Bagi diri sendiri atau Penulis  
Menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis pribadi dalam 
bidang hukum perdata mengenai akibat hukum penetapan pengadilan 
mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan. 
 
E. Tinjauan pustaka 
Dalam sebuah penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan denga 
penelitian yang penulis lakukan walaupun memiliki tujuan yang berbeda. Dalam 
penelitian ini penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang lebih dudlu 
membahas terkait dengan penelitian penulis, diantaranya adalah Skripsi Fakultas 





ATMADJA, SH., MH. bahwa “ Pengaturan hak waris dari ahli waris yang tidak 
di ketahui keberadaanya “ Subtansi dari skripsi tersebut Menentukan hak waris 
terhadap ahli waris yang tidak dapat diketahui keberadannya dalam konteks 
sebagai ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya dalam keadaan 
tak hadir berdasarkan Pasal 467 KUHPerdata menyatakan bahwa jika orang 
yang tidak dapat ditentukan keberadaannya tersebut telah kembali, maka hak-
hak serta kewajibannya harus dikembalikan seutuhnya lagi dan hak tersebut 
secara kuat melekat pada orang tersebut.  
Skripsi fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok tahun 2007 oleh  
DHITA PARAMITA bahwa “ Keadaan tidak hadir dan akibat hukumnya” 
subtansi dari sekripsi tersebut membahas Keadaan tidak hadir dan akibat 
hukumnya menurut Hukum Perdata Barat dan  penggunaan dua pasal yaitu pasal 
463 dan pasal 467 KUHPerdata dan Pengadilan bisa mengambil tindakan 
semetara untuk kepentingan para pihak. 
 
F. Metode Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan 
pertama/sumber asalnya yang belum pernah diolah oleh orang lain. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya 






b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 
perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan 
hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini 
misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara 
Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-
Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. 
c. Sumber Data 
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder.  
Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama/sumber 
asalnya yang belum pernah diolah oleh orang lain.  
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya 
telah diolah oleh orang lain. Data sekunder ini diperoleh dari bahan-
bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan judul 
penelitian ini, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh peneliti lain. 
d. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan 
dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, 
literatur, hasil penelitian sebelumnya dari peneliti lain, serta mengakses 





lapangan dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait 
dengan permasalahan ini dan hakim yang menetapkan seseorang dalam 
keadaan tidak hadir/ hakim Pengadilan Negeri Tegal. 
e. Metode Analisa Data 
Peneliti secara aktif dan subjektif melakukan proses tafsir atau 
interpretasi dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan kerangka 
teori dan pemahaman yang berkembang pada saat penafsiran data. Data 
yang diperoleh dari hasil pengumpulan data akan diperiksa dan diolah 
secara editing, yang pada akhirnya data disajikan dengan penjelasan 
secara lengkap dan jelas sesuai dengan judul dan permasalahan yang 
diangkat dalam bentuk laporan penelitian. 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam upaya menguraikan permasalahan Afwezigheid atau keadaan 
tidak hadir penulis akan mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I Memuat tentang pendahuluan 
Bab pertama tentang pendahuluan akan menguraikan mengenai latar belakang 
permasalahan, pokok permasalahan, alas an pemilihan judul dan maksud dan 
tujuan penulisan. 
BAB II Pengertian subjek hukum dan Afwezigheid atau keadaan tidak hadir. 








BAB III Akibat dari keadaan tidak hadir 
Berisikan mengenai akibat ketidak hadiran yang memepengaruhi status harta 
kekayaan dari seseorang yang di nyatakan tidak hadir 
BAB IV Kesimpulan 























1. KEADAAN TIDAK HADIR 
Definisi keadaan tidak hadir di dalam KUHPdt orang hilang di kenal 
istilah tidak hadir, “Keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamanya 
karena berpegian atau meninggalkan tempat kediamanya baik izin atau tanpa 
izin dan tidak tau dimana tempat ia berada. 
Ketidakhadiran didalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata diatur 
di dalam Bab 18 Pasal 463 hingga 495. Pengaruh tidak ada ditempat 
(Afwezigheid) terhadap kedudukan hukum seseorang dapat dibedakan dalam tiga 
(3) masa, yakni masa tindakan sementara (Voorlopige Voorzieningen); masa 
mulai dikeluarkan peraturan persangkaan mati ( Vermoedelijk Overleden), dan 
masa peralihan hak kepada ahli waris secara definitive (Definitieve 
Erfopvolging).  
Permasalahan hukum di Indonesia selalu berkembang seiring dengan 
berkembangnya  zaman. Negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia yang bertugas melakukan pelayanan di bidang hukum melalui unit-unit 
pelaksana teknisnya yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP), selalu dihadapkan pada 
keadaan, permasalahan, dan tantangan yang berbeda dari tahun – tahun sebelumnya, 
dalam rangka terwujudnya pemerintahan dan pembangunanyang baik dan bebas KKN 
(good governance and clean government).  
Keberadaan BHP mutlak diperlukan dan diharapkan mampu menjawab segala 





kebutuhan hukum di masyarakat dewasa ini,  kebijakan pembentukan hokum diarahkan 
untuk membentuk substansi hukum yang responsif dan mampu menjadi sarana 
pembaharuan dan pembangunan yang mengabdi pada kepentingan nasional dengan 
mewujudkan ketertiban, legitimasi, dan keadilan. BHP memiliki berbagai tugas dan 
kewenangan, salah satu tugas dan kewenangan BHP tersebut ialah sebagai yang 
mewakili kepentingan mereka yang tidak hadir dan sukar dicari, atau dalam istilah 
hukum disebut ketidakhadiran (afwezigheid). BHP merupakan lembaga yang 
berdasarkan undang - undang diberi tugas dan kewenangan untuk mengurus dan 
mewakili segala kepentingan – kepentingan subjek hukum yang tak hadir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 463 KUHPerdata. 
Pada umumnya, permasalahan hukum dan/atau kasus perihal ketidakhadiran 
(Afwezigheid) adalah terkait dengan keadaan dimana seseorang yang menempati rumah 
/ bangunan / tanah,  yang pemilik asli rumah /bangunan/ tanah tersebut tidak diketahui 
keberadaannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini menimbulkan 
ketidakpastian hukum bagi orang yang telah menempati rumah /bangunan /tanah 
tersebut karena orang tersebut akan kesulitan memindahtangankan atau melakukan 
perbuatan hukum terhadap rumah /bangunan /tanah tersebut. Disinilah Peran Negara 
dalam hal ini BHP akan sangat diperlukan untuk melindungi hak –hak hukum 
keperdataan orang yang oleh penepatan pengadilan dinyatakan tidak hadir, serta 
memfasilitasi orang yang telah menempati rumah /bangunan /tanah tersebut. 
A. Persyaratan Tidak Hadir  
Definisi persyaratan tidak hadir adalah  
1. Meninggalkan tempat kediaman. 





3. Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur 
pengelolaan kepentingannya. 
4. Bilamana pemberian kuasa telah gugur. 
5. Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi 
pengurusan dari harta benda seluruhnya atau untuk sebagian  
6. Untuk mengangkat seorang wakil maka harus diadakan tindakan-
tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat 
ketidakhadiran tersebut. 
 
B. Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir  
Pasal 467 KUHPerdata bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan 
tempat kediamanya dalam jangka lima tahun atau lewat lima tahun sejak 
terakhir di dapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka 
pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang tersebut telah 
meninggal, terhitung sejak orang itu meninggalkan tempat tinggalnya  atau 
sejak berita terakhir mengenai hidupnya. 
C. Penetapan Keadaan Tidak hadir  
Tindakan penetapan tentang di anggapnya seseorang telah meninggal dunia, 
dapat diambil baik dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-
tindakan sementara, dan cukup kalau sudah beberapa lama Ia tidak pulang. 
Tentang waktu selama beberapa lama itu ditentukkan dalam pasal 467 dan 





1. Lima tahun sejak keberangkatan dari tempat tinggal itu, atau lima tahun 
setelah diperoleh kabar terakhir, bila yang tak hadir tidak mengangkat 
seorang kuasa untuk mengurusi harta kekayaannya.  
2. Sepuluh tahun bila yang tidak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur 
pengurusannya.  
3. Satu tahun bila tidak hadir bepergian ke tempat yang berbahaya, atau 
merupakan penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami 
kecelakaan. 
D. Akibat Hukum terhadap Hak dan Kewajiban 
Setiap peristiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum, akibat hukum 
ketidakhadiran terhadap hak dan kewajiban adalah ketidakjelasan seseorang 
yang berstatus dalam keadaan tidak hadir berakibat hukum kepada diri 
sendiri, keluarga maupun orang lain. Dengan status yang tidak jelas apakah 
masih hidup atau sudah meninggal dunia sulit menentukan apakah 
seseorang yang berstatus dalam keadaan tidak hadir masih memiliki hak-
hak dan kewajiban di dalam keperdataan seperti hak kewajiban dalam 
berkeluarga, hak dan kewajiban dalam harta benda, hak dan kewajiban 
untuk melakukan tindakan hukum, dan sebagainya atau justru telah 
kehilangan hak-hak dan kewajiban keperdataannya. 
E. Akibat Hukum terhadap Harta yang di Tinggalkan 
 Ketidakberadaannya seseorang ditempat menimbulkan akibat hukum 
terhadap pengurusan terhadap harta benda yang ditinggalkan. Persoalan 





memberikan kuasa  kepada ahli warisnya. 
1. Pewaris 
a. Definisi pewaris 
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan 
harta benda kepada orang lain Ahli waris ialah orang yang 
menggantikanpewaris di dalam kedudukanya terhadap warisan, 
baik untukseluruhnya maupun untuk sebagiann tertentu  
b. Definisi ahli waris 
Ahli waris dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 832 yakni 
keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun 
di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, bila 
keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak 
ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik Negara, yang 
wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, 
sejauh harta peninggalan mencukupi untuk itu. Ali Afandi dalam 
bukunya yang beijudul Hukum waris, hukum keluarga, dan 
hukum pembuktian mendefinisikan Ahli waris ialah orang yang 
menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, 









c. Definisi harta waris 
Harta warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan 
oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta 
kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan 
semua utangnya. 
2. Pengadilan 
a. Wewenang Peradilan Umum 
1. Wewenang Peradilan Umum diatur dalam Pasal 25 ayat 2 UU 
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu 
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana 
dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
2. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diatas adalah 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 8 Tahun 
2004 j o. UU Nomor 49 Tahun 2009. Kewenangan yang diatur 
di Undang- Undang tersebut di atas adalah sebagai berikut: 
Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan 
kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara 
badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, 
menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (attributie 
van rechtsmacht). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU 
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 





Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata 
Usaha Negara. 
b. Kewenangan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 
pidana dan perkara perdata di tingkat Pertama di atur Pada 
Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2004 mengenai amandemen pada 
Undang-Undang Nomer 2 tahun 1986 mengenai Peradilan Umum, 
yang mana Peradilan Umum ialah dari salah satu yang 
melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk semua rakyat yang 





c. Kewenangan Pengadilan Tinggi 
Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara 
pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan Tinggi 
juga bertugas berwenang mengadili di tinggat pertama di daerah 
hukumnya. 
d. Kewenangan lainya  
Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan 
nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, 
apabila diminta. 
e. Proses Pembagian waris jika Terjadi Penetapan Tidak Hadir 
Soetojo Prawirohamidjojo dalam bukunya mengemukakan 
pendapatnya mengenai bagaimana proses pembagian warisan jika 
terjadi penetapan keadaan tidak hadir, ada 3 tahapan yaitu : 
a. Tindakan-Tindakan Sementara 
b. Tindakan-tindakan sementara dapat diambil dengan memenuhi   
syarat:orang yang bersangkutan tidak berada ditempatnya dan 
tidak melakukan sendiri pengaturan urusan-urusannya sendiri. 
c. Keterangan tentang Persangkaan Meninggal Dunia 
Atas permohonan orang-orang yang berkepentingan, Pengadilan 
Negeri memberikan keterangan terhitung sesudah lima tahun 
sejak kepergian orang yang bersangkutan, dan atau sesudah lima 





diperlambat dan dilaksanakan secermat mungkin dengan cara 
mengadakan tiga kali pemanggilan terhadap orang yang 
bersangkutan sebelum keputusan dijatuhkan. 
 
Definisi Dalam Keadaan Tidak Hadir 
Di dalam KUHPdt orang hilang di kenal istilah tidak hadir, “Keadaan 
tidak adanya seseorang di tempat kediamanya karena berpegian atau 
meninggalkan tempat kediamanya baik izin atau tanpa izin dan tidak tau dimana 
tempat ia berada 8 
a. Persyaratan Tidak Hadir  
Definisi persyaratan tidak hadir adalah  
1. Meninggalkan tempat kediaman  
2. Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya  
3. Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk mengatur 
pengelolaan kepentingannya. 
4. Bilamana pemberian kuasa telah gugur 
5. Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi 
pengurusan dari harta benda seluruhnya atau untuk sebagian  
6. Untuk mengangkat seorang wakil maka harus diadakan tindakan-
tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat 
ketidakhadiran tersebut 9 
                                                          
8 Badriah harun, 2009, panduan praktisi pembagian waris Yogjakarta hlm 19 
9 Soetojo Prawirohamiddjojo, hukum orang dan keluarga, Surabaya Airlangga 





b. Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir  
Pasal 467 KUHPerdata bahwa seseorang yang telah pergi Meninggalkan 
tempat kediamanya dalam jangka lima tahun atau lewatlima tahun sejak 
terakhir di dapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka 
pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang tersebut telah 
meninggal, terhitung sejak orang itu meninggalkan tempat tinggalnya  atau 
sejak berita terakhir mengenai hidupnya. 
 
c. Penetapan Keadaan Tidak hadir  
Tindakan penetapan tentang di anggapnya seseorang telah meninggal dunia, 
dapat diambil baik dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-
tindakan sementara, dan cukup kalau sudah beberapa lama Ia tidak pulang. 
Tentang waktu selama beberapa lama itu ditentukkan dalam pasal 467 dan 
470 KUH Perdata ditentukan sebagai berikut : 
1. Lima tahun sejak keberangkatan dari tempat tinggal itu, atau lima tahun 
setelah diperoleh kabar terakhir, bila yang tak hadir tidak mengangkat 
seorang kuasa untuk mengurusi harta kekayaannya.  
2. Sepuluh tahun bila yang tidak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur 
pengurusannya.  
3. Satu tahun bila tidak hadir bepergian ke tempat yang berbahaya, atau 
merupakan penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami 
kecelakaan. 





Setiap peristiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum, akibat 
hukum ketidakhadiran terhadap hak dan kewajiban adalah 
ketidakjelasan seseorang yang berstatus dalam keadaan tidak hadir 
berakibat hukum kepada diri sendiri, keluarga maupun orang lain. 
Dengan status yang tidak jelas apakah masih hidup atau sudah 
meninggal dunia sulit menentukan apakah seseorang yang berstatus 
dalam keadaan tidak hadir masih memiliki hak-hak dan kewajiban di 
dalam keperdataan seperti hak kewajiban dalam berkeluarga, hak dan 
kewajiban dalam harta benda, hak dan kewajiban untuk melakukan 
tindakan hukum, dan sebagainya atau justru telah kehilangan hak-hak 
dan kewajiban keperdataannya. 
e. Akibat Hukum terhadap Harta yang di Tinggalkan 
Ketidakberadaannya seseorang ditempat menimbulkan akibat hukum 
terhadap pengurusan terhadap harta benda yang ditinggalkan. Persoalan 
tidak menjadi suatu masalah jika seseorang yang pergi meniggalkan 
memberikan kuasa  kepada ahli warisnya. 
 
Pewaris 
a. Definisi pewaris 
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda 
kepada orang lain. Ahli waris iaah orang yang menggantikan pewaris di 





sebagiann tertentu 10 
b. Definisi ahli waris 
Ahli waris dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 832 yakni keluarga 
sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun di luar perkawinan, 
dan suami atau istri yang hidup terlama, bila keluarga sedarah dan suami atau 
istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi 
milik Negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal 
tersebut, sejauh harta peninggalan mencukupi untuk itu. Ali Afandi dalam 
bukunya yang beijudul Hukum waris, hukum keluarga, dan hukum 
pembuktian mendefinisikan Ahli waris ialah orang yang menggantikan 
pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, 
maupun untuk sebagian tertentu 
c. Definisi harta waris 
Harta warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang 
yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang 
meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya11 
1. Pengadilan 
a. Wewenang Peradilan Umum 
1. Wewenang Peradilan Umum diatur dalam Pasal 25 ayat 2 UU   
No. 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu  
2. Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana 
dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. 
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Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diatas adalah  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 8 Tahun 
2004 j o. UU Nomor 49 Tahun 2009. Kewenangan yang diatur di 
Undang- Undang tersebut di atas adalah sebagai berikut:  
b. Kewenangan Pengadilan Negeri 
        Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat 
pertama 
c. Kewenangan Pengadilan Tinggi 
Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara 
pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan Tinggi 
juga bertugas berwenang mengadili di tinggat pertama di daerah 
hukumnya. 
d. Kewenangan lainya 
      Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat 
tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. 
 
Proses Pembagian waris jika Terjadi Penetapan Tidak Hadir 
Soetojo Prawirohamidjojo dalam bukunya mengemukakan pendapatnya 
mengenai bagaimana proses pembagian warisan jika teijadi penetapan keadaan 
tidak hadir, ada 3 tahapan yaitu : 
1. Tindakan-Tindakan Sementara 





yang bersangkutan tidak berada ditempatnya dan tidak melakukan sendiri 
pengaturan urusan-urusannya sendiri. 
2. Keterangan tentang Persangkaan Meninggal Dunia 
Atas permohonan orang-orang yang berkepentingan, Pengadilan Negeri 
memberikan keterangan terhitung sesudah lima tahun sejak kepergian orang 
yang bersangkutan, dan atau sesudah lima tahun diperoleh berita bahwa ia 
masih hidup. Prosedur juga diperlambat dan dilaksanakan secermat 
mungkin dengan cara mengadakan tiga kali pemanggilan terhadap orang 
yang bersangkutan sebelum keputusan dijatuhkan. 
3. Masa Pewarisan definitive 
Masa ini terjadi apabila lewat 30 tahun sejak tanggal tentang “mungkin sudah 
meninggal” atas keputusan hakim, atau setelah lewat 100 tahun setelah 
lahirnya si tak hadir.  
Dari penjelasan penjelasan di atas maka akan melangkah lebih dalam lagi 
menguraikan apa yang di maksud subjek hukum dalm kitab undang undang 
perdata. 
A. Pengertian Subjek hukum dalam kitab Undang-undang Perdata 
1. Orang dalam hukum Perdata Barat 
Sebelum membahas mengenai keadaan tidak hadir atau afazigeheid 
maka perlu dimengerti apa yang di maksud dengan orang dalam hukum 
perdata barat mengenai definisi orang dalam hukum perdata barat maka 





Perdata (hal. 19-21) 12  mengatakan bahwa dalam hukum, orang 
(persoon) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. 
Sebagaimana kami artikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum 
(pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia 
meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), 
dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan 
dalam keadaan hidup. 
Arti definisi orang yang di kemukakan oleh subekti tersebut maka dapat 
di ketahui bahwa orang atau manusia termasuk subjek hukum karena di 
dalam dirin pribadi manusia juga di lekati oleh hak untuk melakukan 
lalu lintas hukum, sehingga hukum perdata barat yang termuat di dalam 
ketentuan KUHPerdata memandang pada semua orang pada prinsipnya 
mempuanyai kedudukan yang sama hak dan kewajiban di dalam hukum 
yangsudah di miliki manusia sejak lahir hingga meninggal namun 
terdapat pengecualian yang telah di tentukan oleh hukum, 
pengecualianya adalah bahwa tidak semua manusia dapat di katakan 
cakap untuk melakukan tindakan di dalam lalu lintas hukum. Dalam 
artian cakap dalam hukum adalah Kecakapan dalam hukum adalah 
kecakapan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum (handelings 
bekwaamheid capacity toact). Dalam sistem hukum,kecakapan itu 
disandarkan pada batas usia tertentu,kebanyakan 21 tahun.di 
Indonesia,kecakapan hukum seorang wanita dan seorang pria adalah 
                                                          





sama. Sedangkan yang di maksud tidak cakap dalam hukum, Tidak 
cakap bertindak adalah suatu keadaan dimana seseorang itu tidak 
diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, tetapi ia 
harus selalu diwakili atau didampingi oleh wali atau 
pengampunya.apabila ia melakukan perbuatan hukum sendiri,akan 
berakibat batalnya perbuatan hukum yang ia lakukan atau perbuatan 
hukumnya dapat dibatalkan (verneiteg baar) oleh orang-orang tertentu 
menurut ketentuan Undang-undang. 
Selain pendapat dari subekhti ada pendapat dari sarjana lainnya 
menenai definisi orang menurut soenjoto wirosoemanto dalam bukunya 
yang berjudul Asas-asas hukum Perdata yang menyatakan bahwa : 
Manusia sebagai pendukung hak atau mempunyai kedudukan badan 
pribadi didalam hukum itu, di akui oleh hukum, sebab manusia adalah 
badan pribadi menurut kodratnya, sehingga dengan demikian 
kedudukan manusia sebagai badan pribadi itu tidak bisa di katakana 
bahwa itu di berikan oleh hukum. 
 
Berdasarkan uraian di atas jelas menyatakan bahawa manusia sebagai 
pembawa hak (subjek hukum) mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada 
saat ia meninggal dunia.  Seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya 
dapat dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendakinya, 





dilahirkan maka ia dianggap tidak pernah ada (pasal 2 KUHPdt). Di dalam 
sistim hukum dikenal ada 2 macam subjek hukum yaitu : 
1. Manusia 
Berlakunya manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) mulai dari saat ia 
dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia.  Seorang bayi yang 
masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahirkan bilamana 
kepentingan si anak menghendakinya, misalnya untuk menjadi ahli 
waris.  Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan maka ia dianggap tidak 
pernah ada (pasal 2 KUHPdt). 
Menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek 
hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (pasal 1329 
KUHPdt). Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa (telah 
berusia 21 tahun) dan berakal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap 
adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah 
pengampuan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk atau 
pemboros. 
2. Badan Hukum 
Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang diciptakan oleh 
hukum oleh karenanya dapat bertindak seperti manusia. Sebagai 
pembawa hak yang tidak berjiwa badan hukum dapat melakukan 
persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang terlepas dari kekayaan 





Bedanya dengan manusia ialah badan hukum tidak dapat melakukan 
perkawinan, tidak dapat dihukum penjara (kecuali hukuman 
denda).Adapun bentuk badan hukum adalah : 
a. Badan hukum publik, adalah badan hukum yang didirikan 
berdasarkan hukum publik, yang menyangkut kepentingan publik 
atau orang banyak atau negara umumnya. Contohnya Negara RI, 
Pemda tk. I, II, BI, Perusahaan Negara. 
b. Badan hukum perdata (sipil), adalah badan hukum yang didirikan 
berdasarkan hukum sipil atau hukum perdata yang menyangkut 
kepentingan-kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum 
itu.  Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh 
orang pribadi untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, 
pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, dan 
sebagainya menurut hukum yang berlaku secara sah. Contohnya PT, 
koperasi, yayasan, dan sebagainya. 
 
Mengenai maksud dan tujuan yang terkadung dalam status manusia 
sebagai orang dalam hukum maka perlu pendapat dari sarjana lainnya untuk 
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kedudukan manusia sebagai orang 
dalam hukum. 
Chidir Ali mengartikan manusia adalah mahluk yang berwujud dan 
berohani, yang secara berasa, yang berbuat dan menilia, berpengatahuan dan 





biologis dimana manusia mempunyai akal yang membuatnya berbeda dengan 
mahluk lain. Namun secara yuridis para ahli berpendapat bahwa manusia sama 
dengan orang (persoon) dalam hukum. Ada dua alasan manusia disebut dengan 
orang (persoon) yaitu: manusia mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan 
hukum. Dalam hal ini kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi 
subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. 
Dari definisi yang di kemukakan di atas maka di dapatkan sekali lagi suatu 
penegasan bahwa manusia merupakan subjek hukum di mana subjek hukum 
adalah pendukung hak dan kewajiban. 
Sedangkan definisi person menurut J Satrio menyatakan bahwa 
pribadi/person didalam hukum adalah siapa saja yang dapat menjadi pendukung 
hak- hak dan kewajiban kewajiban hukum, orang juga menyebutnya sebagai 
subjek hukum. 
Alasan yang menyebakan pembahasan definisi orang menurut ketentuan di 
dalam hukum perdata barat menjadi penting karena memberikan landasan dasar 
atau sejauh mana para sarjana atau doktrim memandang atau memahami isi dari 
ketentuan undang undang terutama KUHPerdata mengakui dan mengatur orang 
atau manusia sebagai subjek hukum terutama di dalam hukum perdata. 
Pengertian Manusia Subjek Hukum Istilah subjek hukum berdasarkan dari 
terjemahan rechtsubject (Belanda) atau law of subject (Inggris). 
Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. 
Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia (  persoon ) dan badan hukum 





gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, 
perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep 
yuridis, sebagai gejala hidup  bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia 
berdasarkan hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. 
a. Pengertian manusia subjek hukum 
Secara prinsipil, badan hukum berbeda dengan manusia. Perbedaan tersebut 
adalah: 
1. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai akal, perasaan 
dan kehendak. Badan hukum adalah badan ciptaan manusia berdasar pada 
undang-undang, diwakili oleh pengurusnya.  
2. Manusia memiliki kelamin, dapat kawin, dapat beranak. Badan hukum 
tidak memiliki kelamin, tidak dapat kawin, tidak dapat beranak. 
3. Manusia dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum tidak dapat. 
 
b. Pengakuan Manusia sebagai Subjek Hukum  
Pengakuan terhadap manusia sebagai subjek hukum sejak masih di 
dalam kandungan ibunya dengan ketentuan dilahirkan hidup. Sebagaimaa 
dalam pasal 2 KUHPerdata sebagai berikut : 
“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai 
telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati 





Pengakuan terhadap manusia sebagai subjek hukum yang 
menyatakan  bahwa tidak ada satu hukumanpun yang dapat mengakibatkan 
kehilangan hak  perdata manusia sebagai subjek hukum. 
Sebagaimana dalam pasal 3 KUHPerdata sebagai berikut : “Tiada satu 
hukumanpun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak 
kewarganegaraan”. (Pasal 3 KUHPerdata)  
Kecakapan Bertindak dalam Hukum Meskipun menurut hukum sekarang 
ini, setiap orang/manusia tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan 
tetapi di dalam hukum, tidak semua orang/manusia dibolehkan bertindak 
sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu.hukum. Atau biasa juga disebut 
dengan tidak cakap Ada beberapa golongan orang/manusia yang oleh hukum 
telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam 
melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili 
atau dibantu oleh orang lain. menurut pasal 1330 KUH Perdata, Mereka yang 
oleh hukum dinyatakan telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri 
perbuatan hukum ialah:  
a) Orang/manusia yang belum dewasa,  
b) Orang/manusia yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), dan  
c) Orang/manusia perempuan dalam pernikahan (wanita kawin). 
Sedangkan menurut hukum yang di anggap cakap melakukan perbuatan 
hukum adalah apabila ia telah dianggap cukup cakap mempertanggung 
jawabkan sendiri atas segala tindakan-tindakannya sendiri. 





melakukan perbuatan hukum, karena memenuhi syarat umur menurut 
hukum. Akan tetapi apabila orang dewasa tersebutsakit ingatan atau 
boros sehingga tidak dapat mengurus dirinya sendiri,maka ia tidak bisa 
dikatakan cakap menurut hukum. Ini dinyatakan dalam Pasal 330 
KUHPerdata yang menjelaskan anak baru cakap membuat perjanjian 
apabila berumur minimal 21 tahun atau sebelumnya sudah 
melangsungkan perkawinan. 
Menurut pendapat R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis sadihoedin 
mengenai anak yang masih dalam kandungan ibunya masig dapat subjek 
hukum dengan menyatakan bahwa : 
Anak yang terdapat dalam kandungan dapat di anggap memenuhi pasal 2 
KUHPerdata, kalau memenuhi dua syarat yaitu : 
1. Dilahirkan hidup 
2. Anak tersebut sudah dalam kandungan ibunya pada suatu fakta atau 
peristiwa hukum itu terjadi. 
 
A. Keadaan tidak hadir 
Keadaan tak hadir (afwezigheid)  
Pengertian Keadaan Tak Hadir Orang yang tidak hadir (afwezig) adalah 
orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk suatu jangka waktu 






Kadang-kadang terjadi seseorang meninggalkan tempat tinggal nya selama 
waktu tertentu (lama dan seterusnya) untuk suatu keperluan/suatu kepentingan 
atau suatu peristiwa tanpa member kuasa terlebih dulu pada seseorang untuk 
mengurus kepentingannya.  
Dalam hal demikian maka dikatakan ia sedang tidak ada di tempat atau 
tidak hadir, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak lain yang ada 
hubungan dengan orang tersebut. Keadaan tidak hadir seseorang itu tidaklah 
menghentikan status sebagai subyek hukum. Oleh karena itu demi adanya 
kepastian hukum harus ada pengaturannya.  
Dalam Pasal 463 KUHPerdata disebutkan bahwa: “seseorang tidak hadir 
jika ia meninggalkan tempat tinggal nya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk 
mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya atau dalam mengurus hartanya 
serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi”  
Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang meninggalkan tempat tinggal nya 
sedang ia tidak atau tidak sempurna mewakilkan kepentingannya pada seseorang, 
Seseorang dikatakan dalam keadaan tak hadir apabila meninggalkan tempat 
kediamannya sehingga tidak melasakanakan hak-haknya dan menunaikan 
kewajiban-kewajibannya. Untuk dapat dinyatakan dalam keadaan tak hadir, harus 
menenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam pasal 463 KHUPerdata yakni ;  
a. Meninggalkan tempat kediaman  
b. Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilnya  
c. Tidak menunjuk atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mengatur 





d. Bilamana pemberian kausa telah gugur  
e. Bila mana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan 
dari harta benda atau seluruhnya atau untuk sebagian  
f. Untuk mengangkat seorang wakil maka harus didakan tindakan- tindakan 
hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut. 
 
Diuraikan Satrio dalam bukunya ‘keadaan tidak hadir’ tak bisa dikatakan 
langsung mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, karena orang yang tidak 
hadir selama ia masih hidup tetap mempunyai kewenangan hukum dan cakap 
bertindak. Kalau ternyata nanti akan pengurusan sementara terhadap harta 
kekayaannya, maka pengurusan itu bisa dihentikan. Orang tersebut bisa 
mengambil alih semua pengurusan hartanya atau menunjuk orang lain untuk 
mewakili kepentingannya. Memang, secara tidak langsung bisa saja ada 
akibatnya. Misalnya bubarnya perkawinan karena lampau waktu. Satrio 
menyimpulkan bahwa orang yang tidak hadir adalah orang yang meninggalkan 
tempat tinggalnya untuk waktu yang relatif lama tanpa menunjuk orang lain untuk 
mewakili dan mengurus kepentingannya. 
 
B. Akibat Hukum 
Dalam konsepsi BW, akibat hukum ketidakhadiran itu meliputi: 
pengambilan tindakan sementara; dan dinyatakan berangkali meninggal dunia 





mengajukan permohonan adanya tindakan sementara itu adalah mereka yang 
berkepentingan atau kejaksaan. 
Pernyataan barangkali meninggal dunia dimungkinkan dalam konteks 
Pasal 467 BW adalah setelah seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama 5 
tahun, tanpa menunjuk seorang kuasa untuk mengurus kepentingannya. 
Sedangkan Pasal 470 BW menggunakan waktu 10 tahun dan ‘si tidak hadir’ telah 
menunjuk seorang kuasa. 
Selain jangka waktu di atas, Staatblad 1922 No. 455 menyebutkan 
pernyataan barangkali meninggal dunia bagi awak atau penumpang kapal laut atau 
pesawat udara adalah satu tahun dihitung sejak adanya kabar terakhir dan jika 
tidak ada kabar, maka dhitung sejak hari keberangkatannya. Dalam konteks ini 
mungkin kasus pesawat Malaysia MH370 yang hilang bersama seluruh 
penumpang dan awaknya bisa dijadikan contoh. Waktu yang sama yakni 1 tahun 
diberlakukan jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa 
sebuah kapal laut atau pesawat terbang. 
Pasal 258 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa 
jika terjadi kecelakaan kapal, pemerintah bertanggung jawab melakukan pencarian 
orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia. Tanggung jawab 
operasional pencarian dan pertolongan dilakukan oleh lembaga yang bertugas 
untuk itu. 
Menurut J Satrio, ketidakpastian mengenai masih hidup atau sudah 
matinya subjek hukum tak hadir memegang peranan yang sangat penting. Jika 





di Danau Toba, para korban sudah dapat dipastikan meninggal dunia, maka ada 
aturan-aturan hukum yang mengatur akibat hukumnya sendiri. Untuk memastikan 
seseorang sudah meninggal, ahli waris atau orang yang berkepentingan 
mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri yang berwenang. 
Contoh penetapan seseorang dinyatakan hilang adalah Penetapan 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 392/Pdt.P/2014. Permohonan diajukan oleh 
MP, anak kandung orang yang dinyatakan hilang. MP mengajukan permohoan 
penetapan dengan mengajukan bukti-bukti dokumen kependudukan, disertai 
saksi-saksi yang menerangkan bahwa APP, ayah kandung MP, sudah sejak 18 Juli 
2012 menghilang dan tidak pernah ditemukan hingga permohonan diajukan. MP 
juga mengajukan bukti laporan orang hilang ke Polsek Pasar Rebo, dan membuat 
iklan pencarian di Pos Kota, namun tidak membuahkan hasil. Hakim yang 
memeriksa akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan, dan ‘menetapkan 
bapak pemohon yang bernama APP (disingkat) telah hilang dan tidak diketahui 
keberadaannya sejak tanggal 18 Juli 2012 hingga didaftarkan permohonan ini”. 
Contoh lain, penetapan PN Tasikmalaya No. 618/Pdt.P/2013. Pemohonnya 
adalah suami orang yang barangkali dnyatakan hilang. Saksi-saksi yang diajukan 
ke pengadilan membenarkan isteri pemohon sudah menghilang selama tiga tahun, 
pergi meninggalkan rumah beserta seorang anaknya setelah mendapatkan kredit 
50 juta dari bank. Upaya pencarian sudah dilakukan, sementara suaminya 
membutuhkan kepastian karena ingin menjual tanah demi kebutuhan hidup. 
Alhasil, pengadilan menetapkan bahwa sang isteri dan anaknya yang sudah tiga 





Dalam kasus kedua, suami berkeinginan menjual tanah demi kebutuhan 
hidup. Orang yang punya kepentingan memang berhak melakukan tindakan 
hukum jika seseorang sudah dinyatakan hilang. Dalam hukum perdata dikenal hak 
menuntut pembukaan surat wasiat; hak mengambil (menerima) harta orang yang 
tak hadir dengan kewajiban membuat pencatata harta yang diambil. 
Keadaan ‘mungkin sudah meninggal’ bisa berakhir jika orang yang 
dianggap mati itu ternyata masih hidup atau ada kabar dari dirinya; keadaan 
‘mungkin’ itu juga berakhir jika sudah dipastikan seseorang meninggal dunia, 
misalnya lewat keterangan dokter. Dalam kasus hubungan keluarga, hilangnya 
salah satu pasangan dalam waktu dua tahun bisa berakibat hukum terjadinya 
perceraian. Penetapan pengadilan untuk menyatakan seseorang mungkin sudah 
meninggal dunia sangat penting. Pasal 468 BW menegaskan jika atas panggilan 
yang ketiga kalinya orang yang mungkin dinyatakan hilang atau kuasanya tidak 
datang menghadap, meskipun sudah diiklankan di surat kabar, maka atas tuntutan 
kejaksaan, pengadilan boleh menyatakan tentang adanya dugaan hukum bahwa 
seseorang telah meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan 
tempat tinggalnya, atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya, hari 
mana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan. Tentu saja, masih banyak 
pertanyaan yang bisa diajukan: jika pejabat Badan Penanggulangan Bencana yang 
ditunjuk resmi oleh pemerintah untuk mengurus korban menyatakan korban 
kecelakaan dinyatakan hilang, apakah pernyataan itu cukup? Atau, ahli waris 
masih harus meminta penetapan ke pengadilan? Mulai kapan permohonan 





masa pencarian korban? Mungkin, perlu ditelusuri lebih lanjut akibat hukum apa 
saja yang timbul dalam hal seseorang dinyatakan hilang dalam suatu kecelakaan 





Pengaruh akibat tidak hadir bagi pewaris 
Ketidak hadiran seseorang akan menimbulkan persoalan hukum yaitu : 
Bilamana sesorang yang pergi meninggalkan tempat tinggal tersebut yang 
sebelumnya tidak memeri kuasa apapun kepada orang lain  untuk mewakili 
dirinya maupun untuk mengurus harta kekayaan dan segala kepentingan, maka 
keadaan tidak di tempat akan menimbukan persoalan, siapa yang mewakili dirinya 
maupun untuk mengurus harta kekayaan dan segala kepentinganya maka keadaan 
tidak di tempat akan menimbulkan persoalan, siapa yang mewakili dirinya dan 
bagaimana mengurus harta kekayaanya. Dalam keadaan tidak hadir sesorang 
belum dapat di pastikan karena tidak ada fisik  dari sesorang tersebut disebabkan 
status orang tersebut ngantung apakah orang tersebut meninggal dunia ataukah 
masih hidup hal ini akan mempengaruhi dan berakibat hukum kepada diri sendiri, 
keluarga maupun orang lain. 
Dengan status yang tidak jelas apakah masih hidup atau sudah meninggal 
dunia sulit menentukan apakah seseorang yang berstatus dalam keadaan tidak 





dalam harta benda, hak untuk melakukan tindakan hukum, dan sebagainya atau 
justru telah kehilangan hak-hak keperdataannya. 
Keadaan tidak hadir juga mempunyai suatu permasalahan pada harta 
benda yang ditinggalkan. Salah satu asas hukum waris perdata adalah asas “fe 
mori saisit le vif’ yang artinya orang yang mati berpegang teguh pada orang yang 
masih hidup. Asas ini mengandung arti bahwa setiap benda harus ada pemiliknya.  
Hal ini ditujukkan pada Pasal 833 ayat (1) KUHPdt ahli waris dengan sendirinya 
karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala 
piutang si yang meninggal dan Pasal 874 KUHPerdata segala harta peninggalan 
seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya, artinya 
benda harus ada pemiliknya yaitu dalam hal ini ada peralihan harta warisan ketika 
seseorang telah meninggal kepada ahli warisnya. Persoalannya adalah bagaimana 
ketika seseorang menyandang status dalam keadaan tidak hadir yang artinya tidak 
jelas statusnya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, pada Pasal ini 
menyebabkan ketidakjelasan kepemilikan harta benda. Berdasarkan uraian 
tersebut di atas, tampak bahwa keadaan tidak hadir menimbulkan ketidakpastian 
terhadap status personal dan harta kekayaan yang dimiliki orang tersebut. 
 
C. Ahli waris 
Pengertian ahli waris 
Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu hukum waris adat, 





perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli 
waris. 
Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan 
mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum 
waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Tulisan kali ini terlebih dahulu akan 
khusus membahas mengenai konsep ahli waris menurut hukum waris perdata. 
Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis 
kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli 
waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan 
darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah 
terdekatlah yang berhak untuk mewaris (Perhatikan Pasal 852 KUHPerdata). 
Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat 
golongan, yaitu : 
1. Ahli waris golongan I 
Termasuk dalam ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut 
keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada golongan I 
dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang 
telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris). 
Mengenai pergantian tempat ini, Pasal 847 KUHPerdata menentukan bahwa 
tidak ada seorang pun dapat menggantikan tempat seseorang yang masih 
hidup, misalnya anak menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. 
Apabila dalam situasi si ibu menolak menerima warisan, sang anak bertindak 





2. Ahli waris golongan II 
Termasuk dalam ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara 
pewaris. 
3. Ahli waris golongan III 
Termasuk dalam ahli waris golongan III yaitu kakek nenek dari garis ayah 
dan kakek nenek dari garis ibu. 
 
 
4. Ahli waris golongan IV 
Termasuk dalam ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan 
sanak saudara dari ibu, sampai derajat ke enam. 
 
Adapun ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris menurut hukum waris 
perdata, yaitu sebagai berikut : 
1.  Memiliki hak atas harta 
 Ab intestato, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian menurut 
ketentuan yang diatur dalam undang-undang, misalnya ahli waris anak, 
suami, isteri, kakek, nenek, sebagaimana diatur dalam ahli waris golongan 
I sampai dengan IV. 
 Testamenter, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan 
wasiat dari pewaris yang dibuat sewaktu hidupnya. 
 Perhatikan ketentuan Pasal 2 KUHPerdata. Pasal 2 KUHPerdata memuat 





telah dilahirkan apabila untuk kepentingan si anak dalam menerima bagian 
dalam harta warisan. 
2.  Dinyatakan patut mewaris 
Menurut Pasal 838 KUHPerdata seseorang yang dianggap tidak patut untuk 
mewaris dari pewaris adalah sebagai berikut : 
 Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan 
pembunuhan terhadap pewaris. 
 Mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah 
melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih. 
 Mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat 
wasiat. 
 Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat 
wasiat dari pewaris. 
 
Berikut hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris menurut hukum waris perdata, 
yaitu : 
1. Hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan 
Perhatikan ketentuan Pasal 1066 KUHPerdata. Kesepakatan untuk tidak 
membagi warisan adalah dalam waktu lima tahun, setelah lima tahun 
tersebut dapat diadakan kesepakatan kembali di antara para ahli waris. 
2. Hak saisine 
Perhatikan ketentuan Pasal 833 KUHPerdata. Seseorang dengan sendirinya 





pewaris, namun seseorang dapat menerima atau menolak bahkan 
mempertimbangkan untuk menerima suatu warisan. 
3. Hak beneficiary 
Perhatikan Pasal 1023 KUHPerdata. Hak beneficiary yakni hak untuk 
menerima warisan dengan meminta pendaftaran terhadap hak dan 
kewajiban, utang, serta piutang dari pewaris. 
 
4. Hak hereditas petition 
Perhatikan Pasal 834 KUHPerdata. Hak hereditas petitio yakni hak untuk 
menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian 
atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya.  
 
Jadi uraian di atas bisa di simpulkan bahwa Hukum waris. Hukum Waris 
adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah 
meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat 
yang lebih berhak. hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: hukum 
Waris Adat, hukum Waris Islam dan hukum Waris Perdata Dalam KUHPerdata 
dikenal ada 3 masa (3 tingkatan) keadaan tidak hadir seseorang, yaitu:  
1. Pengambilan Tindakan Sementara 
Masa ini diambil jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus 
seluruh atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan sementara ini dimintakan 
kepada Pengadilan Negeri oleh orang yang mempunyai kepentingan terhadap 





2. Masa adanya kemungkinan sudah meninggal  
Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudah meninggal jika:  
- Tidak hadir 5 tahun, bila tidak meninggalkan surat kuasa (Pasal 467 
KUHPerdata), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima 
dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima.  
- Tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada tetapi sudah habis berlakunya 
(pasal 470 KUHPerdata), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang 
diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima.  
- Tidak hadir 1 tahun, bila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal 
laut atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), dimulai sejak adanya kabar 
terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari berangkatnya.  
- Tidak hadir 1 tahun, jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang 
menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), di 
mulai sejak tanggal terjadinya peristiwa.  
- Dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dikatakan bahwa apabila salah 
satu pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pihak yang 
ditinggalkan boleh mengajukan perceraian.  
 Masa Pewarisan definitive 
Masa ini terjadi apabila lewat 30 tahun sejak tanggal tentang 
“mungkin sudah meninggal” atas keputusan hakim, atau setelah 
lewat 100 tahun setelah lahirnya si tak hadir. Akibat-akibat 
permulaan masa pewarisan definitive:  





- Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan 
sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan 
pembagian definitive.  
- Hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Rumusan 
1. Seseorang dinyatakan hilang/tidak di ketahui keberadaanya 
 ( Kitab undang-undang Hukum Perdata BW (Burgerlijk Wetboek) Pasal 
330 menentukan batas umur dewasa adalah usia 21 tahun atau saat anak 
melangsungkan pernikahan ). Ketika anak tumbuh dewasa ia akan 
melangsungkan pernikahan dan muncul tugas-tugas baru yang harus 
dilaksanakan. Ia berkewajiban untuk bekerja dan menafkai keluarganya 
dan mengelola harta benda secara bersama- sama. Pada saat sesorang 
sebagai subjek hukum meninggal dunia, maka artinya orang tersebut 
kehilangan hak untuk menikmati dan kehilangan hak-hak 
keperdataannya karena secara otomatis akan terjadi peralihan hak atas 
kekayaan yang di miliki subjek hukum yang telah meninggal dunia 
kepada keluarga/pihak-pihak yang berhak mengenai yang ditinggalkan 
oleh pewaris, yaitu harta benda kekayaan, hutang dan biaya yang timbul 
karena meninggalnya seseorang tersebut.  
 Kematian seseorang akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada 
diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, selain itu 
kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya yang 





secara otmatis, yaitu adanya ilmu hukum yang menyangkut hak para 
keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh peninggalanya. 
 Persoalan terjadi apabila seseorang di nyatakan hilang/tidak di ketahui 
keberadaanya dalam zaman modern ini banyak peristiwa yang dapat  
menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak hadir seperti terjadinya 
bencana, Bencana alam, tenggelamnya kapal yang terjadi dapat 
menyebabkan seseorang tidak dapat hadir dan hilang kontak dengan 
keluarganya dalam keadaan memaksa /bencana alam yang 
memungkinkan terpisahnya seseorang dengan anggota keluarganya. 
 
2. Penyandang status keadaan tidak hadir dalam pewarisan 
Keadaan tidak hadir secara umum sebagaimana telah di uraikan dalam bab I 
bahwa keadaan tidak hadir (afwezig) adalah Orang yang meninggalkan 
tempat tinggalnya untuk suatu jangka waktu yang relatif lama, tanpa 
menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya. 
Kadang-kadang terjadi seseorang meninggalkan tempat tinggal nya selama 
waktu tertentu (lama dan seterusnya) untuk suatu keperluan/suatu 
kepentingan atau suatu peristiwa tanpa member kuasa terlebih dulu pada 
seseorang untuk mengurus kepentingannya. Salah satunya dapat 
memepengarui, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak lain yang 
ada hubungan dengan orang tersebut. 
Sistematika mengenai orang hilang atau orang dalam keadaan tidak hadir 





berpedoman pada KUHPerdata merasa perlu untuk mengatur mengenai 
masalah afwezigheid karena pembentu Undang Undang memperkirakan 
dalam keadaan afwezigheid pasti akan timbul ketidak pastian hukum karena 
pada hakikatnya walaupun orang tersebut tidak diketahui keberadaanya 
namun tidak berarti hak yang dimiliki orang tersebut menjadi hilang secara 
otmatis. Menurut J Satrio dalam bukunya. 
Diuraikan Satrio dalam bukunya ‘keadaan tidak hadir’ tak bisa dikatakan 
langsung mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, karena orang yang 
tidak hadir selama ia masih hidup tetap mempunyai kewenangan hukum 
dan cakap bertindak. Kalau ternyata nanti akan pengurusan sementara 
terhadap harta kekayaannya, maka pengurusan itu bisa dihentikan. Orang 
tersebut bisa mengambil alih semua pengurusan hartanya atau menunjuk 
orang lain untuk mewakili kepentingannya. Memang, secara tidak langsung 
bisa saja ada akibatnya. Misalnya bubarnya perkawinan karena lampau 
waktu. Satrio menyimpulkan bahwa orang yang tidak hadir adalah orang 
yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang relatif lama tanpa 
menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya. 
Maka dari itu permasalahan ketidak hadiran sesorang dalam pewarisan 
sangatlah tidak mudah, misalnya dalam pasal pasal tersebut di jelaskan 
sebagai berikut : 
a. Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan menyebutkan satu kondisi yang relevan, yaitu frasa 





dinyatakan begini: “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan 
seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, 
pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya 
penetapan pengadilan”. 
b. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang yang sama mengatur tentang warga 
negara Indonesia yang hilang di luar wilayah Indonesia. Namun Undang-
Undang ini tak mendefinisikan sama sekali apa yang dimaksud orang 
yang dinyatakan hilang. Dalam definisi peristiwa kependudukan pun tak 
disinggung tentang ‘hilang’. Peristiwa kependudukan adalah kejadian 
yang dialami penduduk yang harus dlaporkan karena membawa akibat 
terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda 
Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi 
pindah datang, perubahan alamat, serta status tempat tinggal terbatas 
menjadi tinggal tetap. 
Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, 
dikenal juga frasa ‘dinyatakan hilang’ meskipun dalam konteks kehilangan 
kewarganegaraan. Jadi, dalam hal ini bukan orangnya yang dinyatakan 
hilang, melainkan kewarganegaraannya. 
Salah satu contoh kasus : Kasus terbaru yang menghebohkan adalah Nining 
Sunarsih. Warga Kampung Cibunar  Desa Gede Pangrango Kecamatan 
Kadudampit itu ditemukan di Sukabumi setelah menghilang 18 bulan. Ia 
sudah dianggap hilang, sebelum kemudian ditemukan masih hidup. 





bersembunyi karena terbelit utang. Bagaimana konsekuensi jika ada proses 
hukum yang berkaitan dengan Nining tanpa kehadirannya karena dia 
‘hilang’? 
Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
mengenal apa yang disebut dengan afwezigheid, yang diterjemahkan sebagai 
‘keadaan tidak hadir’. Dalam bahasa Inggris, keadaan tidak hadir itu dikenal 
sebagai non-appearance (Martin Basiang, 2009: 9). Kondisi ini dihubungkan 
dengan Pasal 463-465 BW. ‘Keadaan tidak hadir’ diambil dari rumusan Pasal 
463, tetapi tak dijelaskan apa yang dimaksud dengan ‘keadaan tidak hadir’. 
Dalam bahasa sehari-hari memang tidak hadir bisa dimaknai sebagai keadaan 
di mana orang meninggalkan tempat tinggalnya atau tidak berada di tempat. 
Tetapi, ahli perdata J Satrio mengajukan sebuah pertanyaan menarik: apakah 
pengertian demikian yang dimaksud pembuat undang-undang? Dalam 
bukunya, Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah (1999), Satrio 
menjelaskan pengertian áfwezigheid dengan merujuk pada Pasal 463 dan 
Pasal 467 BW. Kedua pasal ini mengandung unsur yang kurang lebih sama. 
Pasal 463 BW menyatakan “jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat 
tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa seorang wakil, guna mewakili 
dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-
urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun jika pemberian kuasa 
kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan yang mendesak 
guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna 





Pasal 467 BW melanjutkan: “jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat 
tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna 
mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur 
urusan-urusan dan kepentingannya itu, dan jika 5 tahun telah lewat setelah 
keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah setelah 
diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih 
hidup; sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada  tanda-tanda tentang 
masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi…dan seterusnya”. 
Rumusan pasal ini panjang, di bawah titel bagian kedua tentang ‘pernyataan 
barangkali meninggal dunia’. 
Diuraikan Satrio dalam bukunya ‘keadaan tidak hadir’ tak bisa dikatakan 
langsung mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, karena orang yang 
tidak hadir selama ia masih hidup tetap mempunyai kewenangan hukum dan 
cakap bertindak. Kalau ternyata nanti akan pengurusan sementara terhadap 
harta kekayaannya, maka pengurusan itu bisa dihentikan. Orang tersebut bisa 
mengambil alih semua pengurusan hartanya atau menunjuk orang lain untuk 
mewakili kepentingannya. Memang, secara tidak langsung bisa saja ada 
akibatnya. Misalnya bubarnya perkawinan karena lampau waktu. Satrio 
menyimpulkan bahwa orang yang tidak hadir adalah orang yang 
meninggalkan tempat tinggalnya untuk waktu yang relatif lama tanpa 







3. Akibat hukum 
Dalam konsepsi BW, akibat hukum ketidakhadiran itu meliputi: pengambilan 
tindakan sementara; dan dinyatakan berangkali meninggal dunia 
(vermoedelijk overtijden). Dalam hal tindakan sementara, yang berhak 
mengajukan permohonan adanya tindakan sementara itu adalah mereka yang 
berkepentingan atau kejaksaan. Pernyataan barangkali meninggal dunia 
dimungkinkan dalam konteks Pasal 467 BW adalah setelah seseorang 
meninggalkan tempat tinggalnya selama 5 tahun, tanpa menunjuk seorang 
kuasa untuk mengurus kepentingannya. Sedangkan Pasal 470 BW 
menggunakan waktu 10 tahun dan ‘si tidak hadir’ telah menunjuk seorang 
kuasa. 
Selain jangka waktu di atas, Staatblad 1922 No. 455 menyebutkan pernyataan 
barangkali meninggal dunia bagi awak atau penumpang kapal laut atau 
pesawat udara adalah satu tahun dihitung sejak adanya kabar terakhir dan jika 
tidak ada kabar, maka dhitung sejak hari keberangkatannya. Dalam konteks 
ini mungkin kasus pesawat Malaysia MH370 yang hilang bersama seluruh 
penumpang dan awaknya bisa dijadikan contoh. Waktu yang sama yakni 1 
tahun diberlakukan jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang 
menimpa sebuah kapal laut atau pesawat terbang. 
Pasal 258 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa jika 
terjadi kecelakaan kapal, pemerintah bertanggung jawab melakukan 





jawab operasional pencarian dan pertolongan dilakukan oleh lembaga yang 
bertugas untuk itu. 
Menurut J Satrio, ketidakpastian mengenai masih hidup atau sudah mainya si 
tak hadir memegang peranan yang sangat penting. Jika ternyata dari hasil 
pemeriksaan teknologi, seperti dalam kasus KM Sinar Bangun di Danau 
Toba, para korban sudah dapat dipastikan meninggal dunia, maka ada aturan-
aturan hukum yang mengatur akibat hukumnya sendiri. Untuk memastikan 
seseorang sudah meninggal, ahli waris atau orang yang berkepentingan 
mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri yang berwenang. 
Contoh penetapan seseorang dinyatakan hilang adalah Penetapan Pengadilan 
Negeri Jakarta Timur No. 392/Pdt.P/2014. Permohonan diajukan oleh MP, 
anak kandung orang yang dinyatakan hilang. MP mengajukan permohoan 
penetapan dengan mengajukan bukti-bukti dokumen kependudukan, disertai 
saksi-saksi yang menerangkan bahwa APP, ayah kandung MP, sudah sejak 18 
Juli 2012 menghilang dan tidak pernah ditemukan hingga permohonan 
diajukan. MP juga mengajukan bukti laporan orang hilang ke Polsek Pasar 
Rebo, dan membuat iklan pencarian di Pos Kota, namun tidak membuahkan 
hasil. Hakim yang memeriksa akhirnya memutuskan mengabulkan 
permohonan, dan ‘menetapkan bapak pemohon yang bernama APP 
(disingkat) telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 18 
Juli 2012 hingga didaftarkan permohonan ini”. 
Penetapan pengadilan untuk menyatakan seseorang mungkin sudah 





panggilan yang ketiga kalinya orang yang mungkin dinyatakan hilang atau 
kuasanya tidak datang menghadap, meskipun sudah diiklankan di surat kabar, 
maka atas tuntutan kejaksaan, pengadilan boleh menyatakan tentang adanya 
dugaan hukum bahwa seseorang telah meninggal dunia semenjak hari ia 
harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya, atau semenjak hari kabar 
terakhir tentang masih hidupnya, hari mana harus disebutkan dengan jelas 
dalam putusan. 
 
Dari uraian di atas maka pengdilan negeri akan mengabulakan seluruhnya, 
menetapkan bahwa orang tersebut atau subjek hukun dinyatakan dalam keadaan 
tidak hadir. 
a. Kedudukan harta warisan 
Sebelum berbicara waris akan baiknya agar lebih mengerti apakah hukum 
waris tersebut. Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro 
(1976), hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan 
harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara 
berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Meskipun 
pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur 
oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas 
harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli 





Unsur-Unsur Hukum Waris 
Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat. 
Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut: 
1. Pewaris 
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan 
warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun 
kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris. 
2. Ahli waris 
Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris 
yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau 
hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. 
3. Harta warisan 
Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki 
pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun 
kewajiban berupa hutang. 
 
Maka dalam uraian di atas maka hakim Pengadilan Negeri Tegal berwenang 











Penyandang status keadaan tidak hadir dalam pewarisan Bahwa keadaan 
tidak hadir (afwezig) adalah Orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk 
suatu jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk 
mewakili dan mengurus kepentingannya. Kadang-kadang terjadi seseorang 
meninggalkan tempat tinggalnya selama waktu tertentu (lama dan seterusnya) 
untuk suatu keperluan/suatu kepentingan atau suatu peristiwa tanpa memberi 
kuasa terlebih dulu pada seseorang untuk mengurus kepentingannya. Salah 
satunya dapat memepengarui, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak 
lain yang ada hubungan dengan orang tersebut. Akibat hukum dari penetapan 
pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir dalam pewarisan. Dalam 
konsepsi BW, akibat hukum ketidakhadiran itu meliputi: pengambilan tindakan 
sementara; dan dinyatakan berangkali meninggal dunia (vermoedelijk overtijden). 
Dalam hal tindakan sementara, yang berhak mengajukan permohonan adanya tindakan 
sementara itu adalah mereka yang berkepentingan atau kejaksaan. Pernyataan 
barangkali meninggal dunia dimungkinkan dalam konteks Pasal 467 BW adalah setelah 
seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama 5 tahun, tanpa menunjuk seorang 
kuasa untuk mengurus kepentingannya. Sedangkan Pasal 470 BW menggunakan waktu 








Keadaan dimana seseorang tidak di ketahui keberadaanya banyak terjadi di 
masyarakat, maka perlu ditegaskan peraturan yang lebih jelas, walaupun dalam 
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